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A B S T R A K 
Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan tingkat kemiskinan 

yang tinggi. Pemerintah provinsi telah mengembangkan strategi yang 

berfokus pada pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang efektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui dampak tata kelola anggaran terhadap tingkat kemiskinan 

wilayah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata kelola anggaran 

mengukur beberapa rasio yakni efektifitas, efisiensi, belanja operasional dan 

belanja modal serta tata kelola pemerintah melalui skor laporan 

penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) menggunakan data panel antara 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

hanya rasio belanja modal dan skor laporan penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan wilayah di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

A B S T R A C T 

West Nusa Tenggara Province is confronted with the challenge of elevated 

poverty rates, prompting the provincial government to devise a strategy that 

prioritizes budget management and effective governance as a means to 

alleviate poverty. The objective of this study is to ascertain the impact of 

budget management on poverty rates in West Nusa Tenggara Province. The 

study adopts a quantitative approach using panel data from 2012 to 2021. 

The study employs a range of ratios, including effectiveness, efficiency, operating expenditure, capital 

expenditure, and government governance, as measured by the LPPD score, to analyze the impact of budget 

management on regional poverty rates. The findings of the study suggest that the capital expenditure ratio and 

the LPPD score have a significant impact on the regional poverty rate in West Nusa Tenggara Province. 

 

1.1 PENDAHULUAN 

Tata kelola memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah dan kota melalui 

kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada berbagai skala [1]. Tata kelola pemerintah yang 

baik sebagai instrumen penting pembangunan wilayah dan kota menjadi faktor utama dalam 

menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan anggaran 

[1], [2]. Tata kelola yang baik tersebut tercermin dalam kemampuan pemerintah mengidentifikasi 

kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengalokasikan sumber daya 

secara tepat untuk mencapai kesejahteraan bersama [2], [3], [4]. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih 

menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, sejumlah 13,83 persen atau peringat 8 

(delapan) dari seluruh provinsi di Indonesia [5]. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah 

NTB telah mengembangkan strategi berbasis tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintahan 

yang efektif. Salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat [6] tentang 

tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan 
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integrasi dan efektivitas dalam manajemen pemerintahan. Regulasi ini diharapkan dapat 

memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam kebijakan publik melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Selain penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah NTB juga menginisiasi 

berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini berfokus pada 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, sehingga alokasi 

anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah 

menekankan pentingnya pengawasan terhadap aplikasi perencanaan dan penganggaran (APP) 

untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan strategis dan 

berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan [7], [8]. 

Tata kelola anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan daerah. 

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya menjamin efisiensi dalam penggunaan dana publik, 

tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Seperti halnya penelitian [9] yang 

menegaskan bahwa pengelolaan arus keuangan yang efektif dapat menciptakan pembangunan 

yang lebih terarah dan efisien. Pendapatan serta pengeluaran daerah berdampak positif untuk 

peningkatan perekonomian daerah apabila tata kelola anggaran yang baik menjadi instrumen 

utama dalam menanggulangi kemiskinan melalui kebijakan yang berbasis data dan hasil [10]. 

Studi empiris lain [11] menyoroti bahwa rasio efektivitas, efisiensi, belanja operasional, dan 

belanja modal merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan 

daerah. Rasio efektivitas mengukur pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan 

rasio efisiensi menilai sejauh mana biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang diperoleh. 

Tata kelola keuangan yang baik di tingkat daerah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui distribusi sumber daya yang lebih adil dan transparan. 

Penelitian terdahulu juga telah banyak membuktikan adanya hubungan erat antara tata kelola 

yang baik dengan pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian [12] pada 57 negara Asia Selatan 

dan Afrika Sub-Sahara menunjukan bahwa kualitas tata kelola memiliki dampak nonlinier 

terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, tata kelola yang lebih baik dapat mengurangi kemiskinan 

ekstrim secara signifikan. Pada aspek pengeluaran pemerintah, tata kelola yang baik yang efisien 

dapat mendorong kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan sebagaimana terjadi di Uni Eropa 

[10]. 

Kondisi serupa juga di Amerika Serikat dan Nigeria, bahwa tata kelola yang baik melalui 

alokasi anggaran yang tepat sasaran berkontribusi dalam menekan disparitas kemiskinan [13]. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian [14] yang menunjukan realisasi belanja pemerintah dan 

kesenjangan pendapatan memiliki efek positif terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. 

Pada kasus lebih khusus, semisall krisis saat Covid-19, tata kelola yang responsif dan akuntabel 

menjadi faktor utama dalam mengurangi dampak wabah terhadap jumlah penduduk miskin [15]. 

Dari berbagai kajian, konsep dan implementasi kebijakan, penelitian ini bertujuan melakukan 

analisis pengaruh tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintah terhadap kemiskinan. Sebab, tata 

kelola anggaran dan tata kelola pemerintah merupakan faktor kunci dan instrument penting dalam 

mengurangi kemiskinan wilayah. Hasi penelitian ini dapat diadopsi untuk pengelolaan anggaran 

serta kebijakan publik untuk mendorong realisasi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan. 
 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Tahapan dan Jenis Penelitian 

Tahapan penelitian ini bermula dari kajian literatur pendukung untuk menentukan 

variabel penelitian. Kemudian  melakukan pengumpulan data untuk analisis perhitingan 

rasio, formulasi persamaan, pemilihan model, uji asumsi, dan interpretasi hasil, 

sebagaimana Gambar 1. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif berbasis data panel 

pada jangka waktu 2012-2021 yang bermanfaat untuk menganalisis hubungan antara tata 

kelola anggaran daerah dan tingkat kemiskinan wilayah.  
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Sumber: Hasil Olahan, 2025 

 

Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian 

 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian berjenis data sekunder. Data kemiskinan dan Data Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari laporan resmi Badan Pusat Statistik, serta 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berasal dari Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. 

 

2.3 Variabel  

Penelitian ini menggunakan sejumlah variabel, sebagaimana Tabel 1.  

 
Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Indikator 

Rasio Efektivitas [11], [2], [3] • Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

• Rencana Anggaran PAD 

Rasio Efisiensi [11], [9], [2] • Realisasi Belanja Daerah  

• Realisasi Pendapatan Daerah 

Rasio Belanja Operasional [4], [10], [3] Proporsi Belanja Operasional terhadap Total Belanja 

Daerah 

[Rasio Belanja Modal [4], [3], [16] Proporsi Anggaran untuk Investasi Aset Tetap 

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) [2], [4], [16] 

Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dalam 

Pengelolaan Anggaran Daerah 

Tingkat Kemiskinan [7], [8], [12] Persentase Penduduk Miskin per Wilayah di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

Sumber: Hasil Kompilasi, 2025 

 

2.4 Metode Analisis Data 

Setelah pengumpulan data, selanjutnya melakukan analisis  dengan metode regresi data 

panel [17]. Metode ini bermanfaat dalam menilai variasi antar wilayah serta perubahan dari 

waktu ke waktu dengan persamaan, sebagai berikut: 
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Keterangan:  
Yit : tingkat kemiskinan wilayah ke-i pada tahun t 

X1 – X5 : variabel independen (rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasional, rasio 

belanja modal, dan skor LPPD) 

 : Konstanta (nilai dasar kemiskinan saat semua variabel X = 0) 

β1 – β5 : koefisien regresi (besar pengaruh masing-masing X terhadap Y) 

ε_it : komponen kesalahan (error)  

 

Pengukuran rasio-rasio berguna untuk mengetahui tata kelola anggaran pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, sebagai berikut : 

 

Rasio Efektifitas    

 

Rasio Efisiensi   =  

 

Rasio Belanja Operasional =  

 

Rasio Belanja Modal =  

Setelah mengetahui nilai masing-masing rasio, maka selanjutnya melakukan formulasi 

persamaan regresi agar mengetahui dampak setiap rasio terhadap kemiskinan. Adapun 

persamaan regresi linier, sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan: 
K_it : Tingkat kemiskinan wilayah ke-i pada tahun t 

Refek_it : Rasio Efektivitas  

Refis_it : Rasio Efisiensi  

BOp_it : Rasio Belanja Operasional  

BM_it : Rasio Belanja Modal  

LPPD_it : Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 : Konstanta (nilai dasar atau titik awal yang menunjukkan nilai K atau tingkat 

kemiskinan) 

β_1 – β_5 : Koefisien regresi  

ε_it : Komponen kesalahan (error term)  

 

 

Dalam hal estimasi regresi data panel melalui model common effect, fixed effect, dan 

model random effect [18] akan berguna untuk menganalisis hubungan variabel independen 

dan variabel dependen yang paling relevan dengan karakteristik data. Sebelum melakukan 

regresi, langkah pertama adalah menguji spesifikasi model untuk memilih model yang tepat 
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melalui beragam uji yakni Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier [19]. 

Adapun penggunaan dan persamaan masing-masing uji tersebut adalah [18], [19]:  

• Uji chow Menentukan apakah model Fixed Effect lebih baik dibandingkan Common 

Effect dengan persamaan: 

 

 
 

 : Koefisien determinasi model fixed effect 

 : Koefisien determinasi model common effect 

N : Jumlah unit cross-section 

T : Jumlah observasi time-series 

K : Jumlah parameter (variabel independen) 

 

• Uji Hausman bertujuan menentukan ketepatan estimasi fixed effect lebih daripada 

random effect melalui persamaan:  

 

 
 

Keterangan: 

  : Vektor estimasi koefisien regresi dari model Random Effect 

 : Vektor estimasi koefisien regresi dari model Fixed Effect 

 : Matriks varians-kovarians dari estimasi koefisien RE 

 : Matriks varians-kovarians dari estimasi koefisien FE 

Tanda '  : menunjukkan transpos vector (susunan angka vektor) 

 

• Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui kelayakan penggunaan model 

Random Effect lebih baik dibandingkan Common Effect. Pengujian melalui 

persamaan:  

 

.  

 

Keterangan: 

 : Jumlah unit cross-section (kabupaten/kota) 

 : Jumlah observasi time-series (misalnya tahun) 

 : Rata-rata residual pada unit ke-i 

 : Rata-rata keseluruhan residual 

 : Estimasi varians residual model 

 

Setelah memilih model yang tepat, langkah berikut adalah menguji asumsi parameter 

dengan Uji Multikolinieritas [20] untuk mengidentifikasi korelasi tinggi antara variabel 

independen yang dapat menyebabkan bias dalam estimasi parameter regresi.  

Setelah asumsi parameter terpenuhi, tahap berikut adalah melakukan uji signifikansi 

parameter dengan cara uji serentak dan uji parsial. Uji serentak (Uji-F) untuk mengetahui 

pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial (Uji-t) untuk 

mengukur pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. 
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Hasil estimasi model memberikan pemahaman akan pengaruh variabel bebas variabel terikat, 

sehingga dapat membaca kesimpulan analisis regresi data panel [17]. 
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Chow 

Uji Chow bermaksud menentukan satu dari dua pilihan yakni model common effect dan fixed 

effect. Apabila tingkat signifikansi α = 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas (Prob.) cross-

section F lebih kecil, maka model terpilih adalah fixed effect model. Dari Tabel 2 

tergambarkan nilai probabilitas (Prob.) untuk uji cross-section F dan chi-square adalah 

0.0000 atau lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, model fixed effect lebih tepat daripada 

common effect. 

 
Tabel 2. Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 213.83921 (9,85) 0.0000 

Cross-section Chi-square 316.30163 9 0.0000 

Sumber :Hasil Analisis, 2025 

 

3.2 Uji Haussman  

Uji ini untuk mengetahui kebertahanan model fixed effect. Jika probabilitas (Prob.) uji 

hausman menghasilkan nilai lebih besar dari 0.05, maka model beralih pada random effect 

model. Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas 0.1363 lebih besar dari 0.05. Model paling 

tepat adalah random effect model. 

 
Tabel 3. Uji Haussman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 8.384305 5 0.1363 

Sumber : Hasil Analisis, 2025 

 

3.3 Uji Spesifikasi Model  (Lagrange-Multiplier Test) 

Uji spesifikasi model dengan metode Breusch-Pagan untuk memastikan ketepatan 

penggunaan random effect daripada common effect. Apabila hasil uji nilai probabilitas cross-

section Breusch-Pagan lebih kecil dari 0.05, maka random effect adalah model yang tepat. 

Sebagaimana Tabel 4, cross-section Breusch-Pagan menunjukan nilai probabilitas 0.0000 (< 

0.05) menguatkan keputusan penggunaan random effect model.  

 
Tabel 4. Uji Langrage Multiplier 

Test Hypothesis Cross-section Time Both 

Breusch-Pagan 262.3897 (0.0000) 0.143213 (0.7051) 262.5329 (0.0000) 

Sumber : Hasil Analisis, 2025 

 

3.4 Uji Multikolinieritas 

Uji ini agar mengetahui korelasi tinggi antar variabel independen. Apabila hasil uji kurang 

dari 0.8, maka tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 5 menunjukan seluruh nilai korelasi antar 

variabel independen lebih kecil dari 0.8, artinya tidak terjadi multikolinieritas pada model. 
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Tabel 5. Uji Multikolinieritas 
 REFEK REFIS RBO RBM LPPD 

REFEK 1.000000 -0.658061 -0.103318 0.150468 -0.105333 

REFIS -0.658061 1.000000 -0.071865 0.021659 0.148048 

RBO -0.103318 -0.071865 1.000000 -0.632514 -0.034049 

RBM 0.150468 0.021659 -0.632514 1.000000 -0.171848 

LPPD -0.105333 0.148048 -0.034049 -0.171848 1.000000 

Sumber : Hasil Analisis, 2025 

 

3.5 Uji Signifikansi Parameter (Uji-F dan Uji-t) 

Uji signifikansi parameter untuk mengetahui gambaran pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas (Prob. F-Statistic) yang lebih kecil dari 0.05 

menunjukan model memiliki pengaruh kepada variabel dependen. Hasil uji pada Tabel 6 

dengan nilai Prob (F-statistic) <0.05 mempunyai arti bahwa model memiliki pengaruh 

terhadap variabel kemiskinan. 

 

Tabel 6. Hasil Uji-F 

Statistic Value 

Prob(F-statistic) 0.000 

Sumber : Hasil Analisis, 2025 

 

Tabel 7. Hasil Uji-t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.221746 0.122958 -9.936326 0.0000 

REFEK -0.010370 0.019081 -0.543485 0.5881 

REFIS -0.113509 0.096899 -1.171415 0.2444 

RBO -0.116773 0.095283 -1.225536 0.2234 

RBM 0.082082 0.038458 2.134302 0.0354 

LPPD -0.532334 0.057403 -9.273639 0.0000 

Sumber : Hasil Analisis, 2025 

 

Berdasarkan Tabel 7 variabel Rasio Belanja Modal (RBM) memiliki nilai probabilitas 

0.0354, lebih kecil dari 0.05. Nilai tersebut bermakna bahwa variabel RBM mempunyai 

pengaruh yang signifikan untuk tingkat kemiskinan. Variabel Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) juga berpola sama, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

dengan probabilitas sebesar 0.0000, berada jauh di bawah batas signifikansi 0.05. Berbeda 

dari dua variabel tersebut, hasil uji pada rasio efektivitas (REFEK) dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.5881, rasio efisiensi (REFIS) mempunyai nilai probabilitas 0.2444, dan rasio 

belanja operasional (RBO) sebesar 0.2234, ketiganya berada di atas ambang batas signifikansi 

0.05, sehingga dapat disimpulkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan wilayah.  

Uji-F menunjukan hasil bahwa secara keseluruhan model memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan. Namun, berdasarkan hasil Uji-t, hanya variabel Rasio Belanja Modal 

(RBM) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, RBM memiliki dampak positif terhadap kemiskinan, 

sebaliknya LPPD berdampak negatif terhadap kemiskinan. Persamaan regresi yang 

menggambarkan hubungan tersebut adalah  

Dengan demikian, rasio belanja modal dan skor laporan penyelenggaraan pemerintah 

daerah adalah dua faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan wilayah 
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lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk rasio belanja modal dengan perolehan nilai 

0.082 menunjukkan bahwa apabila rasio belanja modal meningkat sebesar 1 (satu) satuan, 

maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.082. Temuan yang memperkuat kondisi ini 

banyak terjadi pada berbagai negara. Referensi [20] menemukan bahwa belanja modal 

pemerintah di Nigeria tidak mengurangi kemiskinan. Aspek kebijakan fiskal tidak secara 

efektif mengatasi kemiskinan di Nigeria. Referensi [21] juga menunjukan hal yang sama 

bahwa rasio pengeluaran modal tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan.  

Belanja modal pemerintah mengalami kegagalan dalam mengurangi kemiskinan karena 

berbagai faktor. Korupsi dan tata kelola yang buruk menghambat efektivitas penggunaan 

dana, sehingga manfaat dari belanja modal tidak menyasar masyarakat miskin. Selain itu, 

pemilihan proyek yang tidak tepat dengan kebutuhan nyata masyarakat miskin. Implementasi 

yang kurang efektif, seperti keterlambatan proyek atau kualitas konstruksi yang rendah, juga 

mengurangi manfaat dari belanja modal. Proyek infrastruktur besar sering kali membutuhkan 

waktu lama untuk selesai, sehingga lamban dalam memberikan manfaat langsung kepada 

masyarakat miskin yang memerlukan bantuan.  

Kebijakan fiskal juga sering tidak terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya, sehingga 

dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan terbatas. Selain itu, distribusi pendapatan yang 

tidak merata memperburuk kesenjangan sosial serta ketidakstabilan ekonomi makro seperti 

inflasi tinggi dan ketidakpastian politik memperparah kondisi kemiskinan. Untuk mengatasi 

kemiskinan secara efektif, maka  perlu memastikan tata kelola yang baik, memilih proyek 

yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin, serta mengintegrasikan 

kebijakan fiskal dengan program sosial lainnya. 

Pada tataran skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan nilai –0,5323 

mempunyai arti, jika skor laporan penyelenggaraan pemeritah daerah naik sebanyak 1 (satu) 

satuan akan menurunkan kemiskinan sebesar -0,5323. Skor laporan penyelenggaraan 

pemerintah daerah (LPPD) berhubungan dengan tingkat kemiskinan karena mencerminkan 

efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintah daerah. LPPD mengukur berbagai aspek 

kinerja pemerintah, termasuk pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan implementasi 

program sosial dan ekonomi. 

Pemerintah daerah dengan skor LPPD yang meningkat cenderung memiliki perbaikan 

dalam tata kelola yang baik, seperti perencanaan yang matang, penggunaan anggaran efektif, 

serta pelaksanaan program tepat sasaran. Efektivitas dalam tata kelola ini memastikan bahwa 

penggunaan dana dan sumber daya harus optimal untuk proyek dan program yang relevan 

dengan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi 

tingkat kemiskinan.  

Adapun tata kelola pemerintah yang baik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (LPPD) berdampak pada penurunan kemiskinan menguatkan hasil penelitian [22] di 

32 Provinsi di Indonesia, sekaligus mengoreksi hasil penelitian [23] yang menggarisbawahi 

tata kelola pemerintah berposisi sebagai instrumen tidak langsung untuk menekan angka 

kemiskinan. Baginya penurunan tingkat kemiskinan memerlukan kebijakan bersifat langsung. 

Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian ini bahwa kebijakan kemiskinan tanpa tata 

kelola yang baik tidak akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Temuan-temuan 

tersebut mempertimbangkan homogenitas wilayah seperti pemerataan distribusi sumber daya. 

Daerah dengan kekayaan sumber daya melimpah dan pendapatan tinggi, serta tata kelola 
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pemerintah yang baik akan lebih mampu mengatasi kemiskinan. Faktor pembeda lain adalah 

penyalahgunaan dana yang menyimpang dari kebutuhan masyarakat miskin. Kemudian, 

kualitas dan aksesibilitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang rendah. 

Kendala struktural dan sistemik seperti keterbatasan infrastruktur dasar dan isolasi geografis 

membuat program pengentasan kemiskinan sulit diimplementasikan secara efektif. 

 

3.6 Tata Kelola Anggaran dan Tata Kelola Pemerintah di Nusa Tenggara Barat  

Tata kelola anggaran, khususnya variabel belanja modal di Nusa Tenggara Barat tidak 

berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan karena beberapa alasan. Pertama, belanja 

modal sering kali berfokus pada proyek infrastruktur besar yang membutuhkan penyelesaian 

dalam waktu lama, sehingga tidak secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat 

miskin. Misalnya, pembangunan jalan raya atau jembatan penting dalam konteks waktu 

jangka panjang, tetapi berdampak dalam kurun waktu jangka pendek oleh penduduk setempat. 

Selain itu, implementasi belanja modal dapat terkendala oleh korupsi, inefisiensi, atau 

pengelolaan proyek yang buruk. Pendanaan proyek melalui belanja modal dapat terjadi tanpa 

alasan kebutuhan mendesak masyarakat miskin, tetapi karena faktor politik atau ekonomi 

yang tidak berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Adapun pengelolaan 

pemerintah yang tergambarkan dari skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) 

berdampak positif pada penurunan kemiskinan karena mencakup berbagai aspek pengelolaan 

pemerintahan yang lebih holistik dan langsung berhubungan dengan kesejahteraan 

masyarakat. Skor LPPD yang tinggi atau mengalami peningkatan menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dengan baik, memberikan layanan publik 

yang berkualitas, dan menjalankan program-program sosial dan ekonomi secara efektif, 

seperti penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial 

yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat miskin. 

Tata kelola yang baik juga memastikan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban 

publik, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dana, sehingga anggaran untuk Masyarakat 

lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, 

program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dapat diimplementasikan 

dengan lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat langsung dan signifikan bagi 

masyarakat miskin. Dengan demikian, meskipun belanja modal penting, tata kelola 

pemerintah yang baik memiliki dampak yang lebih langsung dan signifikan dalam upaya 

pengurangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. 

 

4. KESIMPULAN 

 Tata kelola anggaran, khususnya rasio belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kemiskinan wilayah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan rasio belanja modal 

berakibat pada kenaikan angka kemiskinan, karena alokasi belanja kurang tepat sasaran 

kepada masyarakat kurang sejahtera. Sementara pada aspek tata kelola pemerintah, skor 

penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai korelasi positif dengan tingkat kemiskinan. 

Peningkatan skor penyelenggaraan pemerintah menurunkan kemiskinan wilayah. Sebaliknya 

penurunan skor penyelenggaraan pemerintah daerah mencerminkan peningkatan kemiskinan 

wilayah. Berdasarkan temuan ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan perbaikan pada 

pengelolaan anggaran yang mengarusutamakan kebijakan anggaran pro masyarakat miskin. 

Sebab, tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintah yang baik adalah pangkal upaya 
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pengentasan kemiskinan wilayah. Penelitian ini menganjurkan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi tingkat kemiskinan wilayah 

lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat membentuk kebijakan tata kelola 

wilayah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, khususnya pada aspek anggaran dan 

pemerintahan.  
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